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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah saat ini telah menjadi trajectory penyelenggara pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk pelaksanaannya di setiap negara. Kondisi ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktuk sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Eksistensi desentralisasi telah mengadvokasi penyelenggaraan good local government yang secara “De facto dan De jure” memanifestasikan delegation of authority yang melahirkan daya cipta dan kreativitas local government sesuai apa yang dinyatakan Rondinelli (1983:4) bahwa:
Decentralization can be a means of overcoming the severe limitation of centrally control national planning by delegating greater authority for development planning and management to official who are working in the field, closer to the problem. Decentralization to regional or local government allows afficials to disagregate and tailor development plans and programs to the needs of heterogeneous regions and groups.
Sementara oleh Smith (1985:6) memandang desentralisasi sebagai berikut: 
Decentralization means both reversing the concentration of administration at a single centre and conferring powers of local government, involves the delegation of power to lower levels in a territorial hierarchy, whether the hierarchy is one of government within a state or offices within a large scale organization.

Lebih lanjut Cheema dan Rondinelli  (1983) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) bentuk desentralisasi, yakni:
1. Dekonsentrasi, merupakan pengalihan beberapa kewenangan atau tanggung jawab administrasi didalam (internal) sesuatu kementerian atau jawatan. Disini tidak ada transfer kewenangan yang nyata, Bawahan menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggungjawab kepada atasannya. 
2. Delegasi, merupakan transfer (pelimpahan) tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi pemerintah dan dikontrol tidak secara langsung oleh pemerintah pusat. 
3. Devolusi, merupakan pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintah di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.
4. Privatisasi/debirokratisasi, merupakan pelepasan semua tanggung jawab fungsi-fungsi kepada organisasi-organisasi pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta.
Sementara oleh Hoessein (2001), menambahkan bahwa desentralisasi mencakup 2 (dua) elemen pokok yaitu: (1) pembentukan daerah otonom dan                       (2) penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Kedua elemen tersebut selanjutnya akan melahirkan apa yang disebut sebagai local government. Sementara pada tataran penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah konsep desentralisasi sebagai suatu kebenaran praktis selalu digunakan bersama-sama dengan sentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Thurner dan Hulme (1997:152) sebagai berikut:

All sistem of government involve a combination of centralized and decentralized auhority. However, finding a combination of central control and local auhonomy that satisfies regime needs and popular demand is a persistent dillemas for government. Centralization and decentralization are not atribut that can be dichotomized: rather they represent hypothetical poles on a continuum that can be celibrated by many different indicies. 

Pendapat Thurner dan Hulme tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa salah satu implikasi konsep sentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep desentralisasi, mengingat tidak mengharuskan semua kekuasaan didelegasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kausar (2012) mengemukakan bahwa elemen dasar desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan: 
1. Urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah, dimana kewenangan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. 
2. Lembaga yang merupakan wadah atau organisasi untuk melaksanakan otonomi yang diberikan kepada daerah. 
3. Personil yang mempunyai kecakapan untuk menjalankan otonomi yang menjadi kewenangan daerah daerah. 
4. Sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. 
5. Unsur perwakilan DPRD yang merupakan perwujudan demokrasi dari wakil-wakil rakyat di daerah yang telah mendapatkan legitimasi melalui pemilu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Pelayanan publik yang merupakan produk akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel. 
7. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah berupa penetapan pedoman, arahan, supervisi, monotoring dan evaluasi dalam implementasi otonomi daerah. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa kebijakan model desentralisasi di Indonesia ditentukan oleh pemerintah pusat, sedangkan implementasinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
Pendapat tersebut di atas, mengartikulasikan bahwa konsep desentralisasi mengandung makna authority untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan dengan ekspektasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mengadopsi konsep good governance.
Fenomena kontemporer konsep “good governance” yang dipromosi  World Bank, UNDP, United Nations dan beberapa agen internasional lainnya (Edralin, 1997). Leautier telah mengingatkan sebagaimana dikutip Shah (2005) yang menyatakan bahwa "poor governance leads to weak delivery of vital public services and  unwelcome outcomes for access to public services by the poor and other disadvantaged members of the society such as women, children, and minorities". Pernyataan Leautier tersebut di atas, menunjukkan bahwa “bad government” mengarah pada lemahnya tata kelola kepemerintahan yang berdampak buruk pada penyelenggaraan public policy, sementara dengan terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) maka public policy akan terselenggara dengan baik melalui pengembangan kapasitas (capacity building) pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 
Tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) diyakini sebagai konsep yang dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan, mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut : “1. Participation; 2. Rule of Low; 3. Transparancy; 4. Responsivevnes; 5. Consensus orientation; 6. Equity; 7. Effecctivness and Efficiency; 8. Accountability; 9 Strategic Vision.” (UNDP,1997) yang didukung 3 (tiga) pilar good governance, yaitu hubungan yang sinergis dan konstruktif antara 3 (tiga) stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat). 
Namun dalam perkembangan konsep  good governance  menuai  kritik, seperti disampaikan Presiden Tanzania Julius K Nyerere di depan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan lantang menyatakan bahwa "good governance merupakan konsep imperialis dan kolonialis. Konsep good governance hanya membonzai struktur Negara berkembang, sementara kekuatan bisnis dunia semakin membesar (Farazmand, 2004:6). Kecurigaan tersebut tidak dapat dihindari karena konsep good governance diadopsi dari sistem demokrasi Barat. (Leautier sebagaimana dikutip Shah, 2005).

Rhodes sebagaimana dikutip Pierre (2000) mengatakan bahwa sesungguhnya konsep good governance merupakan bagian dari paradigma New Public Management (NPM) yang mendorong swastanisasi pelayanan publik. Sementara oleh Welsh dan Woods (2007) mengungkapakan bahwa konsep good governance dalam pandangan World Bank, IMF dan lembaga-lembaga  multilateral, berkonotasi  lebih  sempit  yang  mengarah  pada berfungsinya pasar bebas yang didukung oleh rule of law, perlindungan hak cipta, birokrasi yang kompeten dan  bebas korupsi. Namun dalam perkembangannya paradigma New Public Management (NPM), juga dikritik oleh Denhardt dan Denhardt (2003) yang ditandai dengan munculnya paradigma New Public Service (NPS), secara khusus menyatakan bahwa sektor publik tidak selayaknya dijalankan dengan cara bisnis tetapi harus dengan cara demokrasi, dimana kedaulatan bukan berada ditangan pemilik modal tetapi berada ditangan rakyat termasuk masyarakat miskin. 
Kritik Denhardt Dan Denhardt (2003) terhadap konsep good governance lebih pada spirit bisnis yang masih melekat dalam pengaruh paradigma New Public Management (NPM). Sementara kalau konsep good governance berada dalam spirit paradigma New Pulic Service (NPS) seperti yang digagaskan Denhardt Dan Denhardt (2003), maka konsep good governance meresonansi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang yang sudah barang tentu membutuhkan upaya-upaya pengembangan kapasitas organisasi pemerintah maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan  Penegasan PBB yang memberikan penekanan akan pentingnya good governance dalam pembangunan termasuk dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas dengan bertumpu pada penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah. (United Nations, 2007:31).
Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diwujudkan sebagaimna amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perlu mempertimbangkan kebijakan reformasi administrasi dalam tubuh organisasi pemerintah daerah, mengingat pendapat Yehezkel Dror sebagaimana dikutip Zauhar (2007:6) mengatakan bahwa reformasi administrasi adalah perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi. Sedangkan Caiden sebagaimana dikutip Hardjanto (2006) mengatakan reformasi administrasi “The Artificial Inducement of Administrative Tranformation Against Resistanc”. Pendapat Caiden tersebut mengandung beberapa implikasi, yakni reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (man made), tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah, reformasi administrasi merupakan suatu proses, resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi. Caiden dengan tegas membedakan antara reformasi administrasi (administrasi reform) dan perubahan administrasi (administrasi change). Perubahan administrasi menurut Caiden, diberi makna sebagai respons keorganisasian yang sifatnya otomatis terhadap fluktuasi atau perubahan kondisi. Lebih lanjut dikatakan bahwa munculnya kebutuhan akan reformasi administrasii sebagai akibat dari adanya perubahan administrasi. 
Lebih lanjut Zauhar (2007:11) mendeskripsikan bahwa:

Reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah: a). Struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional/kelembagaan). b).Sikap dan perilaku birokrat (aspek perilaku), guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Tiga tujuan internal reformasi administrasi adalah sebagai berikut menurut Mosher sebagaimana dikutip Zauhar (2007:13):

1. Melakukan perubahan inovatif terhadap kebijaksanaan dan program pelaksanaan.
2. Meningkatkan efektivitas administrasi.
3. Meningkatkan kualitas personel.
4. Melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kritik dan keluhan pihak luar.
Berdasarkan deskipsi tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa reformasi admistrasi digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang sebenarnya jauh melampaui makna yang dikandungnya. Implikasinya setiap reformasi terhadap aparatur administrasi baik pada arus lokal maupun arus nasional, dipandang sebagai perubahan terencana. Jika dianalisis lebih lanjut tujuan reformasi administrasi adalah menyempurnakan atau meningkatkan kinerja (performance). 
Sementara dari perspektif normatif, amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melaksanakan program-program peningkatan kapasitas (capacity building). Amanat tersebut secara jelas tercantum pada Bab Pembinaan, Pasal 54 ayat (1-3) PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), adalah sebagai berikut. 
1. Pemerintah berdasarkan hasil Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah. 

2. Pengembangan kapasitas dapat berupa fasilitasi di bidang kerangka kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. 

3. Penyusunan program pengembangan kapasitas daerah berpedoman pada kerangka nasional pengembangan kapasitas yang diatur dengan Peraturan Presiden. 

Jika me-refer pada aspek kerangka kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia, maka secara umum konsep Capacity Building dapat dimaknai sebagai upaya pengembangan kapasitas individu, kelompok atau organisasi. Sejalan pendapat Milen (2001: 16) yang mengemukakan bahwa Capacity Building merupakan proses peningkatan yang bersifat sustainable dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali, kondisi demikian merupakan proses internal yang hanya dapat difungsikan dan diakselarasikan dengan bantuan dari luar. Sementara Rickett sebagaimana dikutip Hardjanto (2009: 67) mengatakan bahwa “the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving ats purpose and mission”. 
Lebih jauh dirumuskan tujuan pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:

1. Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah. 

3. Mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah dan lainnya. 

4. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisisen. 

3. Capacity Building Kelembagaan 
Bab II Ruang Lingkup Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (1-2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa: 

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a) peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional; b) peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah; c) pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; d) peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; e) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas; dan f) penerapan standar prosedur operasi (standard operating procedure) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum. 

2. Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a) penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah; b) pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya; c) perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu; d) penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sumber penerimaan daerah; e) penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan f) penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Berdasarkan substansi pasal tersebut jelas bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan terdapat 6 (enam) fokus yakni, struktur organisasi, mekanisme kerja, budaya organisasi, sistem anggaran/nilai, sarana prasarana dan prosedur kerja. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis aktifitas pada masing-masing fokus dilihat dari kebijakan organisasi atau instansi yang bersangkutan. Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Daerah dalam hal budaya organisasi tercantum jelas bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan mempunyai indikator dalam pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Brown sebagaimana dikutip Rainer Rohdewohld (2005:11) mendefinisikan “Capacity building is a process that increases the ability of persons, organisations or sistem to meet its stated purposes and objectives”. Capacity building adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sejalan Yap sebagaimana dikutip Gandara (2008:9) yang mengatakan bahwa pengembangan kapasitas (capacity building) adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, grup, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Sementara Keban (1999:75) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa Pengembangan Kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.
Sementara Eade (1998:34) mengatakan bahwa pengembangan kapasitas organisasi sebagai berikut:

Capacity building is often used simply to mean enabling institutions be more effective in implementing development project. Institution are thus the instrument by which certain goals can be reached, and may be governmental or non-governmental. If capacity-building is an end in itself (eg strengthening the quality of representation and decision-making within civil society organizations, and their involvement in socio-political processes), such political choises demand a clear purpose and contextual analysis on the part of the intervening agency. The focus is likely to be on the counterpart’s organizational mission, and the mesh between this, its analysis of the external world, and its structure and activitie.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa pengembangan kapasitas dalam suatu organisasi dapat dapat dianggap sebagai suatu tujuan dan dapat juga dianggap sebagai suatu proses. Sebagai tujuan misalnya: memperkuat kualitas hasil sesuatu keputusan dalam suatu organisasi dan keterlibatan dalam proses, seperti misalnya kejelasan tujuan suatu organisasi. Fokusnya ada pada misi organisasi, analisis faktor-faktor eksternal, struktur dan aktivitas. Untuk itu, kriteria efektifitas berhubungan dengan misi yang sudah ditetapkan dengan tepat yang telah dipenuhi. Jadi, inti pengembangan kapasitas organisasi adalah sebagai tujuan adalah tercapainya misi organisasi. Sedangkan pengembangan kapasitas organisasi sebagai proses adalah proses penyesuaian (adaptasi) organisasi terhadap perubahan dan perbaikan sistem internal organisasi yang memungkinkan organisasi mampu menghadapi tantangan dengan berdasarkan dukungan sumber-sumber organisasi sehingga organisasi tersebut dapat hidup secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut Soeprapto (2010:11) mengatakan pengembangan kapasitas (capacity building), yaitu:

1. Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses.

2. Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan meliputi individu, grup, organisasi, dan sistem.

3. Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap.

4. Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai actionable learning dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terusmenerus beradaptasi atas perubahan.

Jika dicermati diferensisasi konsep capacity building dengan konsep institusional building, kelembagaan  (organisasi) memiliki dua bentuk, juga dinyatakan oleh Uphoff (1986:9), bahwa: “Some kinds of institutions have an organizational form with roles and structures, whereas others exist as pervasive influenced on behaviour”. Dua hal yang dimaksudnya disini adalah organisasi dalam bentuk roles (peran) dan structure, serta sesuatu yang mempengaruhi perilaku. Sesuatu yang terakhir ini adalah ‘norma’ yang diturunkan dari ‘value’ yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

Milton J. Esman (1969) mengatakan bahwa pengembangan kelembagaan (institutional building) sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan untuk organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali untuk mewujudkan: 
a) Mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi atau teknologi-teknologi fsik dan sosial. 
b) Menetapkan mengembangkan dan membina hubungan-hubungan normatif dan tindakan-tindakan yang baru. 
c) Membina jejaring atau kaitan-kaitan (lingkages) utuk memperoleh dan kelengkapan dari lingkungannya. 

Secara jelas oleh Uphoff (1986) mengakui adanya aspek organisasi dalam kelembagaan; namun “pengembangan kelembagaan” (institutional building) hanya difokuskan kepada kelembagaan yang memiliki struktur, serta organisasi yang potensial untuk dikembangkan.

Hasil penelitian “Tim Peneliti STIA LAN Makassar” (2012), menyimpulkan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah daerah secara keseluruhan di Indoensia masih perlu dilakukan perbaikan. Diperkuat dengan hasil penelitian Jenivia Dwi Ratna sari, dkk. (2013) mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas anggota/individu dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi, kepemimpinan suatu organisasi tidak terlepas dari karakteristik dan gaya kepemimpinan, karakteristik dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kapasitas anggota organisasi. Sementara hasil penelitian Venkatesh (2015) menunjukkan bahwa dimensi pengembangan kapasitas individu meliputi perancangan program pelatihan dan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan sistem kelembagaan. 

Kedua hasil penelitian tersebut di atas, sejalan dengan hasil penelitian Grindle (1997:12) yang mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas (capacity building) meliputi 3 (tiga) dimensi pengembangan kapasitas (capacity building) kelembagaan yakni: 1. Pengembangan sumber daya manusia; 2. Penguatan organisasi; dan 3. Reformasi kelembagaan.

Hasil Penelitian Grindle tersebut di atas dipertegas hasil temuan penelitian Keban (2000:7) yang menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsifivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan.
Fenomena realitas terkait pengembangan kapasitas (capacity building) Pemerintah Daerah di Indonesia, masih diresonansi persoalan rendahnya kapasitas birokrasi secara keseluruhan, misal antara lain:

Pertama, upaya penataan kelembagaan pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Hal itu terutama disebabkan oleh kecenderungan lembaga pemerintah yang lebih mementingkan pendekatan struktural dari pada pendekatan fungsional, seperti (1) struktur organisasi masih cenderung gemuk dan belum efisien; (2) masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok, fungsi, dan kewenangan organisasi pemerintah di daerah; (3) masih lemahnya sinkronisasi tata hubungan kerja antara instansi pemerintah daerah termasuk dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah; serta (4) organisasi satuan kerja perangkat daerah juga belum sepenuhnya didesain secara proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristik nyata daerah. 
Kedua, upaya penataan ketatalaksanaan pemerintah belum menunjukkan hasil yang berarti, seperti; (1) masih lemahnya sistem dan prosedur dalam pelaksanakan manajemen instansi pemerintah di daerah; (2) belum optimalnya penerapan standar kompetensi dalam menduduki jabatan struktural dan fungsional; serta (3) masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) birokrasi pemerintah daerah. 
Ketiga, pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur belum dikelola dengan baik, misal seperti; (1) masih sulitnya mengubah cara pikir (mind set) dan cara kerja aparatur; (2) masih rendahnya disiplin dan etika pegawai; (3) sistem karier yang belum sepenuhnya berdasarkan prestasi kerja; (4) sistem remunerasi yang belum memadai untuk hidup layak; (5) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; (6) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur secara umum; (7) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang hingga kini belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja aparatur negara; (8) masih lemahnya pengawasan dan audit terhadap kinerja aparatur negara; dan (9) sistem informasi manajemen kepegawaian yang sampai saat ini belum dapat berfungsi secara optimal. 
Solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut di atas, diperlukan penguatan kapasitas (capacity building) pemerintah daerah yang meliputi sistem (system), pegawai/birokrasi (individual) dan organisasi/instansi (entity) untuk dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional dengan sinergitas dengan  komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk dapat merubah paradigma pemerintahan yang konvensional menjadi sebuah sistem tata kelola  pemerintahan yang baik (good governance), ekspektasi tersebut, dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo dengan mengatakan bahwa:

.......Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo secara berkesinambungan mengkaji jalannya pemerintahan, untuk mematangkan sasaran reformasi birokrasi yang mengedepankan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melalui upaya pengmbangan kapasitas organisasi perangkat daerah. Ada 9 (Sembilan) area perubahan tersebut, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem menajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program pengawasan, evaluasi dan pelaporan.. (Sumber:http: //www.antaragorontalo.com/berita/428/pemkab-gorontalo-kaji-refor-masi-birokrasi-kinerja-aparatur. Diakses pada tanggal 29 April 2016).
Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, telah merepresentasikan fenomena kontemporer problematika pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagai suatu kebutuhan dalam menunjang dan memperbaiki kinerja pemerintahan daerah khususnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema kajian: “Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance” (Studi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo).
B. Rumusan Masalah

[

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana Penguatan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana Pengembangan Kapasitas Melalui Reformasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo?
4. Faktor-faktor Apa Yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo?
C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam perspektif teori pengembangan kapasitas (capacity building), yang meliputi:
1. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

2. Penguatan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

3. Pengembangan Kapasitas Melalui Reformmasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo
D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan konsep pengembangan kapasitas (capacity building) sehingga memperkaya domain kajian teori administrasi publik
b. Hasil penelitian dapat menjadi referensi teoritis bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang kajian teori administrasi publik sebagai legas standing theory untuk meneliti fenomena pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah sehingga dapat menemukan teori baru, melengkapi teori yang telah ada sebelumnya atau merekonstruksi teori. 
2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi para decision maker pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo.
b. Hasil penelitian menjadi input bagi seluruh stakeholder penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia, menjadikan konsep pengembangan kapasistas organisasi perangkat daerah sebagai trigger penerapan prinsip-prinsip good governance untuk pencapaian kinerja yang baik bagi setiap organisasi publik di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.
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